
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.66, 2018 KEMENDAG. Impor Semen Clinker dan Semen. 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   07 TAHUN 2018 

TENTANG 

KETENTUAN IMPOR SEMEN CLINKER DAN SEMEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing 

nasional dan mendukung pelaksanaan tata niaga impor 

semen clinker dan semen melalui pengawasan post 

border perlu mengatur ketentuan impor semen clinker 

dan semen; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Semen 

Clinker dan Semen; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang     

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3817); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik   

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan       

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata 

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan  

dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan 

Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5277); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                    

46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang 

www.peraturan.go.id



2018, No.66 
-3- 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1104); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                     

48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di 

Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1006); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                  

70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal 

Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1516); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                           

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                       

64/M-DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan 

dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke 

dan dari Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1415); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN IMPOR SEMEN CLINKER DAN SEMEN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Semen Clinker adalah barang setengah jadi yang 

mengandung kalsium silika, alumunium oksida, dan 

oksida-oksida lainnya yang digunakan sebagai bahan 

baku semen.  

2. Semen adalah zat/hasil industri dengan bahan baku 

utama batu kapur (gamping) dan tanah liat (lempung) 

yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako 

dan bahan bangunan lainnya.  

3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean. 
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4. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan 

sebagai izin untuk melakukan Impor Semen Clinker dan 

Semen. 

5. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan 

pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor. 

6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat 

otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran 

teknis barang impor. 

7. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas 

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat 

lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

8. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, 

atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan 

tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, 

yang terdiri dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, 

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas 

Bea, Tempat Lelang Berikat, Kawasan Daur Ulang 

Berikat, dan Pusat Logistik Berikat. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 

Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 

 

Pasal 2 

(1) Semen Clinker yang dibatasi impornya, meliputi: 

a. dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen 

putih dengan Pos Tarif/HS 2523.10.10; dan 

b. lain-lain dengan Pos Tarif/HS 2523.10.90; 

(2) Semen yang dibatasi impornya, meliputi: 

a. Semen Portland, yang terdiri atas: 

1. semen putih, diberi warna secara artifisial 

maupun tidak dengan Pos Tarif/HS 2523.21.00; 

2. semen yang diwarnai dengan Pos Tarif/HS 

2523.29.10; 
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3. lain-lain dengan Pos Tarif/HS 2523.29.90; 

b. Semen hidrolik lainnya dengan Pos Tarif/HS 

2523.90.00. 

 

Pasal 3 

(1) Semen Clinker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik 

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah 

mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. 

(2) Semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka 

Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah mendapat 

Persetujuan Impor dari Menteri. 

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan 

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal. 

 

Pasal 4 

Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) merupakan perusahaan industri semen yang 

memiliki unit produksi secara terintegrasi yang mengimpor 

Semen Clinker untuk digunakan sendiri dalam proses 

produksinya. 

 

Pasal 5 

Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) dilarang untuk memperdagangkan dan/atau 

memindahtangankan Semen Clinker yang diimpornya kepada 

pihak lain.     

 

Pasal 6 

(1) Perusahaan yang ingin memperoleh Persetujuan Impor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus 

mengajukan permohonan secara elektronik kepada 

Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen: 

a. API-P atau API-U; 
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